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(B)  Judul Tesis        : Kegentingan    Memaksa    Dalam    Pembekuan    dan 

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan). 

 

(C)  Halaman            : XI+212 
 
 

(D)  Kata Kunci        : Keadilan,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  serta  Hak 

dan/atau Kepentingan Publik. 

 

(E)  Isi                       : Alasan    kegentingan    memaksa    penerbitan    Peraturan 
 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 
 

Tahun 2017 memicu polemik dari aspek filosofis, yuridis dan 

sosiologis terutama bagaimana pengaturan sebuah Ormas 

yang memenuhi ketentuan-ketentuan sehingga laik untuk 

dibekukan dan dibubarkan serta adanya kegentingan 

memaksa untuk proses pembekuan dan pembubarannya. 

Penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah antara lain 1) 

Bagaimana pengaturan mengenai pembekuan dan 

pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang- 

Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 dan Perppu Nomor 2 

Tahun 2017? 2) Bagaimana penentuan unsur kegentingan 

memaksa mengenai pembekuan dan pembubaran organisasi
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kemasyarakatan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017? 

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, 

dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen dan 

wawancara untuk mendapatkan bahan non hukum.   Sifat 

penelitian ini ialah preskriptif dengan pendekatan perundang-

undangan (statue approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), 

pendekatan komparatif (comparatif approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari 

penelitian ini adalah 1) Pengaturan pembekuan dan 

pembubaran  Ormas  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 

Tahun 2013 berbeda dengan pembekuan dan pembubaran 

Ormas dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan 

meliputi larangan Ormas, sanksi administratif, kewenangan 

Pemerintah  dan  Pemda,  tidak  adanya  mekanisme 

pemeriksaan persidangan (due process of law), upaya hukum 

terhadap pembubaran Ormas, dan penerapan asas contrario 

actus. 2) Sifat objektif Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah 

belum diaturnya (vacuum recht) sanksi yang efektif terhadap 

Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan belum dianutnya asas 

contrario actus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013. Sedangkan sifat subjektif Perppu Nomor 2 Tahun 

2017 ialah sikap tegas Pemerintah untuk
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menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

terhadap Ormas yang tidak sejalan dengan bertentangan 

dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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